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PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

Menimbang

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

bahwa untuk peningkatan pencapaian kinerja Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial perlu diatur mengenai
mekanisme  penetapan dan = penilaian  indikator
pencapaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
bahwa Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor
1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Penetapan dan
Penilaian  Indikator @ Pencapaian  Kinerja  Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial sudah tidak sesuai lagi
dengan  kebutuhan hukum dan  perkembangan
organisasi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang
Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

www.peraturan.go.id



2020, No. 499

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5752);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5486) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5724);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang
Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 252);

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji
atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif

bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 254);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Susunan  Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian
Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016
tentang Standar Kesehatan Keuangan Aset Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.02/2016
tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3
Tahun 2018 tentang Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang
Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG
PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN
KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

Pasal 1

Peraturan Dewan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Dewan Jaminan Sosial Nasional dalam melakukan penetapan

dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(1)

(2)

Pasal 2
Penetapan dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial
Nasional.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional menetapkan
penetapan dan penilaian kinerja Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Pasal 3
(1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
a. pendahuluan;
b. metode penetapan dan penilaian indikator
pencapaian kinerja;
c. aspek penilaian dan formula standar kesehatan
keuangan aset;
d. faktor-faktor penetapan dan penilaian indikator
pencapaian kinerja;
sumber data;
penetapan bobot;

proses penetapan dan penilaian;

o o

simulasi; dan

e

kegunaan hasil penilaian.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Dewan Jaminan Sosial

Nasional ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Penetapan dan
Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Dewan ini.

Pasal 5
Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku, Peraturan
Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Umum Penetapan dan Penilaian Indikator
Pencapaian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 563),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

ttd

TB ACHMAD CHOESNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR
PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (UU BPJS) menetapkan DJSN sebagai pengawas eksternal
BPJS. Lebih lanjut Pasal 46 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun
2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8%
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 87
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Pasal
56 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur bahwa:

1. Pengawasan Eksternal penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh DJSN dan
Lembaga Pengawas Independen.

2. Pengawasan Eksternal oleh DJSN, dilakukan terhadap kinerja BPJS.

3. DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi kesehatan keuangan
aset BPJS dan aset DJS.

4. DJSN wajib menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi
kesehatan keuangan kepada Presiden.

Pasal 44 ayat (6) UU BPJS menetapkan bahwa Dewan Pengawas,
Direksi, dan karyawan BPJS dapat memperoleh insentif sesuai dengan
kinerja BPJS yang dibayarkan dari hasil pengembangan. Selanjutnya Pasal
9 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau
Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
mengatur bahwa penetapan target kinerja dilakukan oleh Presiden atau
pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, DJSN
memandang perlu untuk menyusun pedoman penetapan dan penilaian
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kinerja BPJS, meliputi tingkat kesehatan keuangan dan indikator
pencapaian kinerja.

Hasil penilaian kinerja tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan
menetapkan hasil kinerja dan perbaikan yang perlu dilakukan oleh BPJS.
Data hasil penilaian kinerja juga dapat digunakan oleh pemangku
kepentingan terkait untuk menentukan besaran insentif bagi anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS.

Peraturan DJSN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum
Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS
belum memuat indikator pencapaian kinerja untuk Program Jaminan
Pensiun yang merupakan salah satu program jaminan sosial yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, seiring dengan
dinamika penyelenggaraan program jaminan sosial dipandang perlu
mengembangkan indikator pencapaian kinerja BPJS sesuai dengan
kebutuhan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian
Kinerja BPJS adalah:

1. Sebagai panduan bagi DJSN dalam menilai laporan kinerja BPJS.

2. Sebagai alat yang dapat diandalkan untuk melakukan pengawasan
eksternal terhadap BPJS.

3. Sebagai acuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif
kepada seluruh jajaran BPJS mengenai metode dan tahapan proses
penetapan dan penilaian indikator pencapaian kinerja sebagai
perwujudan implementasi visi, misi dan tujuan BPJS di tingkat
operasional.

4. Sebagai acuan bagi BPJS untuk meningkatkan kinerja dan nilai (value)
dengan cara meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

penyelenggaraan SJSN.
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Tujuan Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja
BPJS adalah agar:
1. Pengukuran dan penilaian kinerja BPJS oleh institusi pengawas BPJS
dapat dilakukan secara efektif dan objektif.
2. Sistem pemberian insentif bagi Dewan Pengawas dan Direksi oleh
Pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan objektif.
3. BPJS memiliki standar acuan objektif dalam melaksanakan fungsi,

tugas, dan wewenangnya.

C. Pengertian — Pengertian

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN
adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam
perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem
Jaminan Sosial Nasional.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial.

3. Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS
adalah acuan bagi pengawas BPJS dalam menetapkan target dan
melakukan pengukuran kinerja BPJS dalam rangka pelaksanaan
pengawasan terhadap BPJS.

4. Indikator Penilaian Kinerja yang selanjutnya disebut IPK adalah formula
yang memuat kunci utama untuk mengukur kinerja.

5. Sistem Balance Score Card yang selanjutnya disingkat BSC adalah suatu
metodologi untuk menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS,
melalui pengukuran pengelolaan program dengan mengintegrasikan
rencana strategis dan RKAT, untuk mencapai tujuan penyelenggaraan
sistem jaminan sosial nasional berdasarkan perspektif yang disesuaikan
dengan tingkat urgensi pengelolaan program BPJS, dan didasarkan pada
3 (tiga) azas dan 9 (sembilan) prinsip SJSN.

6. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan
usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

7. Aset Dana Jaminan Sosial adalah semua sumber daya yang dikuasai
oleh BPJS yang merupakan milik peserta.
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8. Aset BPJS adalah semua sumber daya yang dikuasai oleh BPJS yang
merupakan milik lembaga BPJS.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan
Sosial Kesehatan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013
Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi
Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.

6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan
Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan
Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi,
Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian
Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 /PMK.02/2016 tentang Standar
Kesehatan Keuangan Aset BPJS Ketenagakerjaan.

9. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia =~ Nomor
251/PMK.02/2016 tentang Kesehatan Keuangan Aset Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

10. Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Tata Kerja, Kode Etik, dan Lambang Dewan Jaminan Sosial Nasional.

www.peraturan.go.id



11 2020, No. 499

E. Kerangka Umum Penetapan dan Penilaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan DJSN terhadap BPJS, DJSN
melakukan penetapan dan penilaian kinerja BPJS. Untuk keperluan
penilaian kinerja tersebut, Direksi BPJS menyampaikan laporan evaluasi

kinerja pengelolaan program dan keuangan BPJS yang telah diaudit oleh
KAP kepada DJSN.

Penetapan dan Penilaian Kinerja BPJS dilakukan terhadap:

a. Standar Kesehatan Keuangan Aset; dan
b. Indikator Pencapaian Kinerja.

Indikator sebagaimana tercantum dalam Pedoman ini merupakan indikator
yang ideal untuk masing-masing BPJS. Untuk fleksibilitas implementasi
Pedoman Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS,
dibutuhkan penetapan target standar kesehatan keuangan aset, Indikator
Pencapaian Kinerja BPJS, dan bobot setiap indikator yang ditetapkan

setiap tahun dengan Keputusan DJSN berdasarkan hasil sidang pleno
DJSN.

Dalam menetapkan standar kesehatan keuangan aset, IPK BPJS, dan
bobot setiap indikator tersebut, DJSN bersama BPJS dapat memilih dan
menyesuaikan dengan sasaran strategis dan Rencana Kerja Anggaran
Tahunan (RKAT) masing-masing BPJS serta kemampuan pengelolaan
program pada setiap tahunnya.

Angka-angka penetapan dan penilaian IPK yang disajikan dalam pedoman
ini disesuaikan dengan data yang tersedia. Dalam hal tidak ada data,

penyajian angka-angka untuk penetapan target dan realisasi berdasarkan
asumsi.
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BAB 11
METODE PENETAPAN DAN PENILAIAN

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

Metode yang digunakan dalam penetapan dan penilaian IPK adalah
sistem Balance Score Card (BSC), yaitu suatu metodologi untuk
menerjemahkan visi, misi dan rencana strategis BPJS, melalui pengukuran
pengelolaan program dengan mengintegrasikan rencana strategis dan RKAT.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional,
perspektif pengukuran kinerja disesuaikan dengan tingkat urgensi pengelolaan
program Jaminan Sosial, dan didasarkan pada 3 (tiga) azas dan 9 (sembilan)
prinsip SJSN.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) perspektif sebagai

berikut:

1. Keuangan, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS
dari aspek keuangan;

2. Pelanggan, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan BPJS
yang berorientasi kepada kepuasan peserta;

3. Proses Internal, yaitu ukuran kinerja yang menggambarkan keberhasilan
BPJS yang terfokus kepada berbagai proses internal BPJS; dan

4. Pertumbuhan dan Pembelajaran, yaitu ukuran kinerja yang
menggambarkan keberhasilan BPJS dalam menciptakan pertumbuhan dan
pembelajaran dengan kesiapan organisasi, SDM, teknologi informasi dan
tata kelola.

Untuk efektivitas penilaian IPK, perlu memperhatikan prinsip SMART,
yaitu Specific (Khusus), Measurable (Dapat Diukur), Attainable (Dapat Dicapai),
Reliable (Dapat dipercaya/Diandalkan) dan Time bound (berbasis waktu).

Penetapan dan penilaian IPK BPJS dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS), yang terkait dengan sistem dan prosedur penyelenggaraan program
jaminan sosial, serta mengacu pada RKAT dan laporan tahunan BPJS.
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Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja adalah mengukur
tingkat keberhasilan BPJS dengan pendekatan sebagaimana pada gambar 1 :

Gambar 1. Pendekatan Penetapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja (IPK)

Speeific (Khusus) Pembelajaran

Measurable (Dapat Diukur)
Attamnable (Dapat Dicapai}
Reliable {Dapat

dipercaya /Diandalkan)
Time bound (Terjadwal)
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BAB III
ASPEK PENILAIAN DAN FORMULA

STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET

A. ASPEK PENILAIAN

1. BPJS Kesehatan
Aspek penilaian dan formula standar kesehatan keuangan aset Jaminan
Sosial Kesehatan meliputi:

1) Likuiditas (%)

Aset Lancar
Hutang Lancar

2) Solvabilitas (%)

Total Aset
Total Liabilitas

3) Yield on Investment Aset BPJS (%)

Hasil Investasi Netto
Rata — Rata Investasi Netto (t — 1 & t berjalan)

4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)
Beban Operasional
Pendapatan Operasional

2. BPJS Ketenagakerjaan
Aspek penilaian dan formula tingkat kesehatan keuangan aset Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1) Likuiditas (%)*
Aset Lancar
Hutang Lancar
2) Solvabilitas (%)*
Total Aset
Total Liabilitas
3) Yield on Investment (%)*

Hasil Investasi Netto
Rata — Rata Investasi Netto (t — 1 & t berjalan)
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4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)

Beban Operasional
Pendapatan Operasional

5) Rasio Kecukupan Dana (RKD) Jaminan Pensiun (%)

Jumlah Aktiva Bersih
Kewajiban Aktuaria

6) Klaim Rasio Dana JKK

Jumlah Pembayaran Jaminan
Jumlah Penerimaan luran

7) Klaim Rasio Dana JKm

Jumlah Pembayaran Jaminan
Jumlah Penerimaan luran

8) Kemampuan Pembayaran JHT

Jumlah Dana yang Tersedia
Kewajiban Jatuh Tempo

Jumlah Dana yang Tersedia
" Kewajiban Jangka Panjang

9) Efektivitas Pembayaran JHT (%)
jumlah JHT yang Dibayarkan
Jumlah JHT yang Jatuh Tempo

10) Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) (%)
Aktiva Bersih (t) — Aktiva Bersih (t— 1)
Aktiva Bersih (t—1)

11) Efektivitas Pembayaran Pensiun (%)

jumlah Pensiun yang Dibayarkan
jumlah Pensiun yang Jatuh Tempo

12) Kolektabilitas Iuran
Piutang luran
Pendpatan luran

Keterangan:
*) berlaku untuk Aset BPJS dan Aset DJS

2020, No. 499
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B. FORMULA PENILAIAN

Penilaian

indikator tingkat kesehatan keuangan dilakukan dengan

membandingkan realisasi terhadap target, dengan rumus sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target

Realisasi

Realisasi

Target

Target

Realisasi

Target

Likuiditas (%)

x Bobot
Target

Solvabilitas (%)

Target x Bobot

Yield on Investment (%)

x Bobot
Target

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)

Target
g - X Bobot

Rasio Kecukupan Dana (RKD) Jaminan Pensiun (%)

b
Target x Bobot

Klaim Rasio Dana JKK

Realisasi
Xx Bobot

Klaim Rasio Dana JKm

x Bobot
Target

Kemampuan Pembayaran JHT (%)

x Bobot
Target

Efektivitas Pembayaran JHT (%)

Realisasi
X Bobot

Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) (%)

Realisasi
X Bobot

Efektivitas Pembayaran Pensiun (%]
Target x Bobot
Kolektabilitas Iuran

Realisasi *Bobuot
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BAB IV
FAKTOR - FAKTOR PENETAPAN DAN PENILAIAN

INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

Faktor — faktor dalam Penetapan IPK dilihat dari 4 perspektif, masing-
masing perspektif terdiri dari beberapa sasaran strategis dengan beberapa
indikator.

A. BPJS KESEHATAN
a. Perspektif Pelanggan
Sasaran strategis perspektif pelanggan adalah sebagai berikut:
a. Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:
1) Tercapainya jumlah peserta JKN (Jiwa)
Dihitung berdasarkan total jumlah peserta yang ditargetkan dalam
RKAT.
2) Tercapainya penambahan peserta baru (Jiwa)
Dihitung berdasarkan jumlah penambahan peserta baru (PBI
Daerah, Non-PBI dan Non-PPU Pemerintah) yang ditargetkan
dalam RKAT.
3} Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP (%)
Dihitung berdasarkan perbandingan terhadap jumlah FKTP yang
telah memenuhi ketentuan Pemerintah.
4) Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL (%)
Dihitung berdasarkan perbandingan terhadap jumlah FKRTL yang
telah memenuhi ketentuan Pemerintah.
5) Terselesainya pembayaran tagihan rumah sakit (%)

Jumlah Tagihan Rumah Sakit yang Dibayarkan
Jumlah Tagihan yang Diajukan oleh Rumah Sakit

b. Efektivitas pengelolaan layanan, dengan IPK meliputi:
1) Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP (Jiwa)

Jumlah Peserta
Jumlah Dokter Penuh Waktu yang Bekerjasama dengan BPJS

2) Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit (Jiwa)

Jumlah Peserta
jumlah Tempat Tidur
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3) Tercapainya Rasio Klaim (%)
Realisasi Biaya Pelayanan
Realisasi Penerimaan luran

4) Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (Unit)
Dihitung berdasarkan target akumulasi unit pelayanan BPJS
dalam RKAT.

c. Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi:
1) Tingkat kepuasan peserta (%)
Mengacu pada hasil survey kepuasan peserta (survey populasi)
2) Pengaduan peserta di Kontak Layanan BPJS Kesehatan yang
diselesaikan (%)

jumlah Pengaduan yang Diselesaikan
Jumlah Pengaduan yang Masuk

3) Pengaduab peserta di faskes yang ditindaklanjuti (%)

Jumlah Pengaduan yang Ditangani
jumlah Pengaduang yang Masuk

b. Perspektif Keuangan
Sasaran strategis perspektif keuangan adalah efektivitas pengelolaan
keuangan, dengan IPK meliputi:
1) Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Aset (Skor)
Mengacu pada akumulasi target tingkat kesehatan keuangan.

2) Tercapainya opini auditor (Skor)
Mengacu pada, Opini auditor Independen :

. WTP : 100
. WTPPP : 90
. WDP : 80

. Disclaimer/ No Opini : 50

3) Penerimaan iuran yang optimal (%)

Penerimaan luran
Pendapatan luran
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c. Perspektif Proses Internal
Sasaran strategis perspektif proses internal adalah akuntabilitas
pengelolaan, dengan IPK meliputi:
1) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada
Kementerian Keuangan (Skorj
Paling lambat tanggal 31 Oktober
* Diterima sebelum 31 Oktober: 120% X Bobot
e Diterima pada 31 Oktober  : 100% X Bobot
e Diterima setelah 31 Oktober :0

2) Ketetapan waktu penerbitan laporan keuangan audit tahun
sebelumnya (Skor)
Paling lambat tanggal 30 Juni
¢ Diterima sebelum 30 Juni : 120% X Bobot
¢ Diterima pada 30 Juni : 100% X Bobot
* Diterima setelah 30 Juni :0

3) Ketetapan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)
Paling lambat tanggal 31 Juli

e Diterima sebelum 31 Juli : 120% X Bobot
¢ Diterima pada 31 Juli : 100% X Bobot
« Diterima setelah 31 Juli ;0

4) Kehandalan database peserta (KD) (Pemadanan data dengan
dukcapil /yang ada data) (%)

Data Peserta yang Valid
Seluruh Data Peserta

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Sasaran strategis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatnya produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:
1) Produktivitas pegawai (a : Jiwa, b : Rp Miliar)
Jumlah Peserta
& Jumlah Pegawai

Jumlah Pendapatan luran
Jumlah Pegawai

b)
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2) Employee Management Index (%)
Dihitung berdasarkan hasil survey engagement pegawai

b. Meningkatnya utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:
1) Ketersediaan Sistem (%)
Dihitung berdasarkan hasil monitoring aplikasi
2) Tingkat efektivitas IT Governance (Skor)
Dihitung berdasarkan standar COBIT 5

c. Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK
meliputi:
1) Tercapainya skor good governance (GG) (Skor)
Diukur berdasarkan hasil assessment oleh BPKP/Pengawas
Internal
2) Tercapainya maturity level manajemen risiko (Skor)
Diukur berdasarkan assessment Governance Risk and Compliance
{GRC) dengan skala 0-5
5.00 : Leadership
4.00 — 4.99 : Managed
3.00 - 3.99 : Repeatable
2.00 - 2.99 : Initial
0.00 - 1.99 : Adhoc
3) Tercapainya tingkat kehandalan sistem pengendalian intern (Skor)
Diukur berdasarkan assessment Governance Risk and Compliance
{GRC) dengan skala 0-5
5.00 : Leadership
4.00 - 4.99 : Managed
3.00 — 3.99 : Repeatable
2.00 - 2.99 : Initial
0.00 - 1.99 : Adhoc
4) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)
a) Pengawasan Internal

Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan
Jumlah Rekomendasi

b) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)

Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan
Jumlah Rekomendasi
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B. BPJS KETENAGAKERJAAN
1. Perspektif Pelanggan
Sasaran strategis perspektif pelanggan adalah sebagai berikut:
a. Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:
1) Total Peserta Aktif (Jiwa)
Akumulasi peserta aktif yang ditargetkan dalam RKAT
2) Penerimaan luran (Rupiah)
Total iuran yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan (Cash Basis)

b. Efektivitas pengelolaan pelayanan, dengan IPK meliputi:
1) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JHT (Skor)
Paling lambat 5 hari kerja
* Kurang dari 5 hari kerja : 120% X Bobot
¢ 5 hari kerja : 100% X Bobot
e Lebih dari 5 hari kerja :0

2) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKM (Skor)
Paling lambat 3 hari kerja
e Kurang dari 3 hari kerja : 120% X Bobot
e 3 hari kerja : 100% X Bobot
e Lebih dari 3 hari kerja : 0

3) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKK (Skor)

Paling lambat 7 hari kerja
o Kurang dari 7 hari kerja : 120% X Bobot
e 7 hari kerja : 100% X Baobot

e Lebih dari 7 hari kerja :0
4) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JP (Skor)
Paling lambat 15 hari kerja
o Kurang dari 15 hari kerja : 120% X Bobot
e 15 hari kerja : 100% X Bobot
e Lebih dari 15 hari kerja :0

5) Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta (Skor)
Paling lambat 7 hari kerja
e Kurang dari 7 hari kerja : 120% X Bobot
e 7 hari kerja : 100% X Bobot
e Lebih dari 7 hari kerja :0
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6) Tercapainya target jumlah unit pelayanan BPJS (Unit)
Dihitung berdasarkan target akumulasi unit pelayanan BPJS
dalam RKAT.

c. Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi (%)
1) Tingkat kepuasan peserta
Hasil Survey kepuasan peserta
2) Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat (%)
Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan
Jumlah Pengaduan yang Diterima

3) Tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat (Skor)
Paling lambat 5 hari kerja
e Kurang dari 5 hari kerja : 120% X Bobot
e 5 hari kerja : 100% X Bobot
e Lebih dari 5 harikerja  : 0

2. Perspektif Keuangan
Sasaran strategis perspektif keuangan adalah efektivitas pengelolaan
keuangan, dengan IPK meliputi:
1) Tercapainya Skor Standar Kesehatan Keuangan Aset (Skor)
Mengacu pada akumulasi target tingkat kesehatan keuangan.

2) Tercapainya Opini Auditor (Skor)
Mengacu pada, Opini auditor Independen:

. WTP : 100
. WTP PP : 90
« WDP : 80

. Disclaimer/ No Opini : 50

3. Perspektif Proses Internal
Sasaran strategis perspektif proses internal adalah membangun
kepatuhan BPJS dalam memenuhi kepentingan stakeholder, dengan IPK
meliputi:
1) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada
Kementerian Keuangan (Skor)

Paling lambat tanggal 31 Oktober

e Diterima sebelum 31 Oktober : 120% X Bobot
¢ Diterima pada 31 Oktober : 100% X Bobot
¢ Diterima setelah 31 Oktober :0
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2) Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit (Skor)

Paling lambat tanggal 30 Juni

¢ Diterima sebelum 30 Juni : 120% X Bobot
* Diterima pada 30 Juni : 100% X Bobot
e Diterima setelah 30 Juni : 0

3) Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)
Paling lambat tanggal 31 Juli

¢ Diterima sebelum 31 Juli : 120% X Bobot
e Diterima pada 31 Juli : 100% X Bobot
e Diterima setelah 31 Juli :0

4) Ketepatan waktu penyusunan laporan perhitungan kesehatan
keuangan aset BPJS (Skor)
Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
e Diterima sebelum tanggal 15 bulan berikutnya : 120% X Bobot
e Diterima pada tanggal 15 bulan berikutnya : 100% X Bobot
e Diterima setelah tanggal 15 bulan berikutnya :0

5) Kehandalan database peserta (KD) (%)

Data Peserta yang Valid
Seluruh Data Peserta

. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Sasaran strategis perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah
sebagai berikut:
a. Meningkatkan produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:
1) Produktivitas pegawai (Jiwa)

Jumlah TK peserta aktif
Jumlah karyawan

2) Tingkat Keterikatan Pegawai (%)
Hasil survey engagement pegawai

b. Meningkatkan utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:
1) Tercapainya IT readiness level (Skor)
Diukur berdasarkan kesiapan IT untuk menunjang BPJS
Ketenagakerjaan
2) Progres otomasi proses bisnis (Sub-sistem)
Jumlah otomasi proses bisnis yang ditargetkan
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c. Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK
meliputi:
1) Tercapainya skor good governance (GG} (%)
Untuk Tahun 2019 diukur berdasarkan target dalam RKAT. Mulai
tahun 2020 dihitung berdasarkan kesesuaian dengan ISSA
Guidelines.

2) Tercapainya maturity level manajemen risiko (Skor)
Dihitung berdasarkan capaian maturity level management resiko
yang dihitung berdasarkan COSO ERM

3) Audit Coverage oleh SPI {Auditee)
Jumlah Auditee yang ditargetkan dalam RKAT

4) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)
a) Pengawasan Internal

Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan
Jumlah Rekomendasi

b) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)
Jumlah Rekomendasi yang Diselesaikan
Jumlah Rekomendasi

C. FORMULA PENILAIAN
1. BPJS KESEHATAN
a. Perspektif Pelanggan
1) Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:
a) Tercapainya jumlah peserta JKN (Jiwa)

Realisasi Bobot
Target i
b) Tercapainya penambahan peserta baru (Jiwa)
Realisasi
Target
c) Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKTP (%)
Realisasi
Target
d) Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL (%)
Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

x Bobot
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e) Terselesainya pembayaran tagihan rumah sakit (%)

Realisasi
— ¥ Bobot
Target

2) Efektivitas pengelolaan layanan, dengan IPK meliputi:
a) Meningkatkan Potensi Akses terhadap FKTP (Jiwa)
Target
Realisasi
b) Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah Sakit (Jiwa)
Target
Realisasi
c) Tercapainya Rasio Klaim (%)
Target
Realisasi
d) Tercapainya Target Jumlah Unit Pelayanan BPJS (Unit)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

x Bobot

x Bobot

3) Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi:
a) Tingkat kepuasan peserta (%)
Realisasi
Target
b) Pengaduan peserta di Kontak Layanan BPJS Kesehatan yang
diselesaikan (%)
Realisasi
Target
c) Pengaduan peserta di faskes yang ditindaklanjuti (%)

x Bobot

x Bobot

Realisasi

w— ¥ Bobot
Target

b. Perspektif Keuangan
1) Tercapainya Skor Tingkat Kesehatan Keuangan Aset (Skor)
Realisasi
Target
2) Tercapainya opini auditor (Skor)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

3) Penerimaan iuran yang optimal (%)
Realisasi

———— x Bobot
Target
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c. Perspektif Proses Internal
1) Ketepatan waktu penyampaian Rancangan RKAT kepada
Kementerian Keuangan (Skor)

Realisasi

Tgﬂxﬂobot
2) Ketetapan waktu penerbitan laporan keuangan audit tahun
sebelumnya (Skor)

Realisasi

Target x Bobot
3) Ketetapan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)

Realisasi
Target

4) Kehandalan database peserta (KD) (Pemadanan data dengan
dukcapil /yang ada data) (%)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1) Meningkatnya produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:
a) Produktivitas pegawal ((1) : Jiwa, (2) : Rp Miliar)

Realisasi

(1) Tg(ﬂ x Bobot

Realisasi
(2) “Bobot x Bobot

b) Employee Management Index (%)

Realisasi
Target

2) Meningkatnya utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:
a) Ketersediaan Sistem (%)

x Bobot

Realisasi
Target

b) Tingkat efektivitas IT Governance (Skor)

Realisasi
Target

3} Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK
meliputi:

x Bobot

x Bobot

a) Tercapainya skor good governance (GG) (Skor)

Realisasi

x Bobot
Target
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b) Tercapainya maturity level manajemen risiko (Skor)

Realisasi
————— x Bobot
Target
c) Tercapainya tingkat kehandalan sistem pengendalian intern
(Skor)
Realisasi
Target

d) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)

x Bobaot

(1) Pengawasan Internal
Realisasi
“Target

(2) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

2. BPJS KETENAGAKERJAAN
a. Perspektif Pelanggan
1) Efektivitas pengelolaan operasional, dengan IPK meliputi:

2

—

a) Total Peserta Aktif (Jiwa)

Realisasi
Target

b) Penerimaan Iuran (Rupiah)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

Efektivitas pengelolaan pelayanan, dengan IPK meliputi:
a) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JHT (Skor)
Target

Realisasi

b) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKM (Skor)

Target
m; x Bobot
c) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JKK (Skor)
Target
Realisasi
d) Meningkatnya proses penyelesaian klaim JP (Skorj
Target
-,W“img x Bobot
e) Meningkatnya proses penyelesaian Kartu Peserta (Skor)
Target
Realisasi

x Bobot

x Bobot

x Bobot

www.peraturan.go.id

2020, No. 499



2020, No. 499 o8-

f) Tercapainya target jumlah unit pelayanan BPJS (Unit)
Realisasi
————— x Bobot

Target
3) Peningkatan kepuasan peserta, dengan IPK meliputi (%)
a) Tingkat kepuasan peserta
Realisasi
—— x Bobot
Target

b) Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat (%)
Realisasi

=———— x Bobot

Target

c) Tingkat kecepatan penyelesaian pengaduan masyarakat (Skor)

Target

Realisasi X otk

b. Perspektif Keuangan
1) Tercapainya Skor Standar Kesehatan Keuangan Aset (Skor)
Realisasi
Target
2) Tercapainya Opini Auditor (Skor)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

c. Perspektif Proses Internal
1) Ketepatan waktu penyampajian Rancangan RKAT kepada
Kementerian Keuangan (Skor)

Realisasi

—T-GTQT. x Bobot
2) Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit (Skor)

Realisasi

Target x Bobot
3) Ketepatan waktu publikasi laporan tahunan (Skor)

Realisasi
———— x Bobot
Target
4) Ketepatan waktu penyusunan laporan perhitungan kesehatan
keuangan aset BPJS (Skor)
Realisasi
Target
5) Kehandalan database peserta (KD) (%)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot
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d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
1) Meningkatkan produktivitas SDM, dengan IPK meliputi:
a) Produktivitas pegawai (Jiwa)
Realisasi
“Target
b) Tingkat Keterikatan Pegawai (%)

Realisasi
Target

2} Meningkatkan utilisasi teknologi informasi, dengan IPK meliputi:
a) Tercapainya IT readiness level (Skor)

x Bobot

x Bobot

Realisasi

x Bobot
Target
b) Progres otomasi proses bisnis (Sub-sistem)

Realisasi
Target

3) Meningkatkan kapabilitas organisasi dan tata kelola, dengan IPK
meliputi:

x Bobot

a) Tercapainya skor good governance (GG) (%)
Realisasi
———— x Bobat

Target

b) Tercapainya maturity level manajemen risiko (Skor)

Realisasi
Target
c) Audit Coverage oleh SPI (Auditee)

Realisasi
Target

x Bobot

x Bobot

d) Tindak lanjut hasil pengawasan (%)
(1) Pengawasan Internal
Realisasi
Target
(2) Pengawasan Eksternal (DJSN, BPK, OJK, dan KAP)

x Bobot

Realisasi

W x Bobot

www.peraturan.go.id



2020, No. 499 30-

D. KLASIFIKASI PENILAIAN

Hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan dan IPK menggunakan
klasifikasi sebagaimana dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan dan IPK

No Klasifikasi Skor

1 Sangat Sehat = 100,00

2 Sehat 90,00 - 99,99
3 Kurang Sehat 80,00 - 89,99
4 Tidak Sehat 70,00 - 79,99
5 Sangat Tidak Sehat <70,00

E. KLASIFIKASI PENILAIAN AKHIR

Setelah hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan dan penilaian IPK
diklasifikasikan sebagaimana pada tabel 1, dilakukan penilaian akhir
dengan mengkombinasikan klasifikasi penilaian tingkat kesehatan
keuangan dengan klasifikasi penilaian IPK secara proporsional. Tingkat
proporsional didasarkan pada jumlah indikator yang digunakan dalam
penilaian.

Sebagai contoh jika jumlah indikator tingkat kesehatan keuangan
sebanyak 8 item dan jumlah indikator pencapaian kinerja sebanyak 16
item, maka porsi penilaian untuk tingkat kesehatan keuangan adalah
33,33% (dibulatkan menjadi 30%) dan porsi penilaian untuk IPK adalah
66,66% (dibulatkan menjadi 70%).
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BAB V

SUMBER DATA
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Sumber data untuk penetapan target tingkat kesehatan keuangan adalah

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Sedangkan untuk

penilaian, sumber data angka realisasi adalah laporan keuangan tahunan.

B. SUMBER DATA INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BPJS KESEHATAN

Sumber data untuk penetapan target dan penilaian IPK BPJS

Kesehatan sebagaimana dalam tabel 2.
Tabel 2. Sumber Data Penetapan dan Penilaian IPK BPJS Kesehatan

No m K Sumber Data Target Sumber Data Realisasi
a b © d e
I Perspektif Pelanggan
It 2 humlah Rencana Kerju dao Anggaren | Lasninn Audi Ihnsrin
e Toinas R L g
pe ) Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Laporan Manasjemen /Tashunan
Tercapainya Rencana Kerju dan Anggaran | >
Ecr.xnl:lnlian peserta Tabunan (RKAT) : Lasgios it km”j?
ary Rencana Strategis/Peta Jolan 2. Laporan Manajemen /Tahunan
Meningkatnya jumlah Rencana Kerja dan Anggaran
Efelivitas kerja sama dengun Tahunan |RK1£T]
1 Pengelolaan | FK Peta Jalan BPIS Kesehatan 1. Laporan Audit Kinera
Operasional . Data Faskes (FKTP dan FKRTL} 2. Laporan Mansjemen /Tashunan
Meningkatnva jumlah yang ada [Depkes, Pemda dan | 3. Datobase Fasies yang bekeria
kerja sama dengun Asosiasi) sama
FKRTL Database Faskes (FKTP dan
FERTL) yang telah bekerja sama
Rencana Kerja dan Anggaran | 1. Laporan Aondit Keuangan dan
Terselesaanyn Tabunan (RKAT Kinerja
z:::‘::: taghan Database Penenimaan taghan 2. Laporan Manajemen/Tahunan
Database Pembayaran taghan 3. Database Pelayanan
Rencana Kerju dao Anggaren | Lininn Audit Kinscis
Meninghatian Potensi Tabunan (RKAT) : 25 Manaiemen /Tah
Akses terhadap FKTP Database Peserta ; l;‘ponn ";T;:I:,J::‘; Rk
Dotabase FKTP/Dokter -l PRIV et
Rencana Kerju dan Anggaren | 1. Laporan Audit Kinerja
Tabunan (RKAT) 2. Laporan Manajemen /Tahunan
Meningkation Potenai g:::xlpi 5 : g:mt:: Penexta char
X Akses Rawat In _E e . yeng ta tempat ticher yn
5 Pg\'h;;:::n Rmn:h Sakit g tersedin disetiap Rumah Salit tersedia éucz;:ﬂunuh Salmng
ug‘r Database jumlsh peserta "“E 5 Database jumish peserta yung
” rawat inap di setiap R rawst map di setiap Rumah
Sakat Sakit
Rencana Kerja dan Anggaran | | Laporan Audit Keusngan dan
::'i'.umm“ Raso Tabunan RKAT) Kinerja
- Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Laporan Mansjyemen /Tahunan
Tercapuimya Target Rencana Kerja dan Anggaran | 1. Laporan Audit Keuangan dan
Jumish Unit Pelsyanan Tabunan (REAT) Kinera
HPJS (akumulaai] Rencana Strategia/Peta Julan 2. Laporan Manajemen /Tahunan
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No ::f;. Px Sumber Data Target Sumber Data Realisasi
a b © d e
L Perspektif Pelanggan
5;'!"‘”‘:1 ‘5:2;] dan Anggaran |. Laporan Audit Kinerja
Tingkat Kepuasan Rencana Strategis/Peta Jalan 1. Laporan Manajpmen/Tahunan
Peserta ; 1 Laporan Konsultan
Laporan Konsuitan Independen L E
tahun sebelumnya ndependen
Rencana Kerja dan Anggaran | , -
Peninghatan | poson ceerta di Takunan (RKAT) WP | . Lapein At Ky
3 i\;{p::nr:n koatak layanan BPJS Rencana Strotegis/ Peta Jalan 2 Laporan Managemen /Tahunan
Kesehatan Laporan Konsultan Independen 3. Lapotan Konsultan
tahun sebelumaoya Independen
Pengadua di Rencana Ketjn dan Angguran k; Sapsonn Sa Wmige
[n.-.rku ‘.mr;pesrnn Tahum:x mmﬂ] an Sing 2. Laporan Mansjemen [Tahunan
ditindaldanjuti Rencana Strategis/Peta Jalan 3 an Konsultan
Independen
IL Perspektif Keuangan
Tercapainva Skor Rencana Kerjo dan Anggaran | | "
Tinghat Keschatan Taranars (RKAT) b, oo ot Kinoje
Keuangan Aset Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Lapotan Manajemen/Tahusan
| et [ repmacp [ 1 Bipema Ko dan Anmn | 1 ot i
Keuangan I Rencana Strategis/ Peta Jalan 2 Laporan Manajemen /Tahunan
Penerimuan juran yang Hencana Kt?a dan Anggaran | !- Laporan Audit Kineria
optimal Tahunan (RKAT) 2. Laporan Manajemen/ Tahunan
UL | Perspektil Proses Internal
Ketepatan wakt ) I. Laporan Audit Kmerja
TyRmpAan Rencana  Kerjo dan Anggaran | 2 Laporan Mansgemen [Tahunan
ncungan REAT Tabunan (REAT) 3. Surat Penyampaian
kepada enterian Peraturan Perundang-Undangan Rarcongan HKAT = Kepada
Eruangan Kementerian Kevangan
1. Laporan Audit Kinerja
Ketepatan wakiu Leri 2 b X r
ugnunn E ?;nrm:‘ |l‘2\j?{;] dan Anggaren Laporan Mansjemen [Tahunan
zmqﬂn audit tahun truna : 3. Surat Penganotar/Management
. sebelumnya Peraturan Perundang-Undangan Letter Auditor Eksternal’
1 *&:’;&f’l“;‘;’ 4. Laporan Auditor Elsternal
1. Laporan Audit Kinerja
Ketepatan wakiu Rencana Kerja dan Anggaren | , Lapma.n)l . mtn"Tahur.m
pubbikasi laporan Tabunan |Rl?.2n A o ey
tahunan Peraturan Perundang-Undangan 3, Klipping Media Cetak
4. Website Perusahnan
Kehandalan Datahase . 5
Prserta Rencana Kerja dan Anggaren | 4 Laporan Audit Kinerjo
(KD¥{Pemodanan data Tabunan (RKAT) 2. Laporan Mansjemen/Tshunan
%:ﬁ_ﬁmﬁuhw'!w@ Database Peserta 3. Laporan Database Peserta
V. | Perspektif Pertumbahan dan Pembelaja
Rencana Kuza dan Anggarsn | ! Laporan Audit Kinerja
i Tahunan (RKAT) 2. Laporan Mansjemen [Tahunan
Produlctimtas pegawal Database peserta 3 Da it
Meningkatknn Database karyawan 4. Database karyawan
1 prod ‘tns
Rencana Kerja dan An 1 - -
sSDM Tabnnan (REAT BERTATN | ) Laporan Audit k.ne.‘}‘a’
Emgployer management Rencana Strategjs/Peta Jalan 2. Laporan Managemen (Tahunan
index 5 3. Laporan Kensultan
Laporan Kapsultan Independen | ™ (PR 00 o
tahun sebehumnya -
Rencana Kerja dan Anggaran
Tabunan (RKAT) 1. Laporan Audit Kienerja
Ketersedisan Sistem Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Laporan Mansjemen /Tshunan
Menimakatkan Ln&:mn Audit IT  tahun | 3 Laporan Audit IT
2 3 s sebelumnya
Teknologi Rencana Kerja dan Any
Eran
Informasi Tahunan IRKAT] 1. Laporan Audit Kienerja
Tcmgknnl‘flf;kmnu w Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Laporan Managemen {Tahunan
Laporan Awdit 1T  talum | 3. Loporan Audit IT
sebelumnya
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No :‘u';. Px Sumber Data Target Sumber Data Realisasi
a b e d 5
V. | Perspektif Pertumbuban dan Pembelaj
1. Rencana lin:\}a dan Anggaren
T - Tahunan (RKAT) ; gptxnn Audit Kinerja
ercapainva or < 2 - un
Governance (GG) 2. - Rencana Strategis/Peia Jalna Mnnap“_;emrn {Tahunan
3. Llaporan Sell Assemament GG | 3. Laporan Self Assessment GG
tahun kalu
1. Remcana Kerja dan Anggaran
e i Tabunan (RKAT) 1. Laporan Audit Kmerja
ercapunya maturity 4 3, § § 2 e 7
Jevel Mansjemen Rixin . Rencana Strategis/ Peta Jalan 2. Laporan Manajemen /Tahunan
Laporan Assesament MR tabun | 3. Laporan Assessment MR
J v
Meningkatkan e
3 Kapahilitas 1, Rencana Kerja dan Anggaran
On asl dan Tercapuinya Tmgkat Tabunan (REAT) L. Laporan Audit Kepatuhan dan
nin Kelola Kehandalan Sistems 2 Laporun Audit Kepatuhan dan Sistem Pengendalan Intern
Pengendalion [ntem Sistem  Pengendstian  Interna | 2. Laporan Manajemen /Tahunan
tahun sebelumnoya
Tindak Lanjut Hasil I. Laporan Audit Kepatuhan dan
Pengawasan Internal Sistemn Pengendalian Intern
l. Progmm Kena dan  Audnt 3
Tabunan (PKAT) 2. Laporan Mansjemen /Tahunan
Tingkat Lanjust Hasil 2. Laporan Auditor tntenal 3. Lapoman Pengrwusan
Pengawasen Eksternal | 3 {ap0rn pemmtakhiran femmian Nkl o)
|DJSN, BPK, UK, dan ansditor laterned 4. Laporan pemutakhiran
KAR > temuan Pengawasan
eksternal/ internal

Sumber data untuk penetapan dan penilaian IPK BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dalam tabel 3.

Tabel 3. Sumber Data Penetapan dan Penilaian IPK BPJS Ketenagakerjaan

Sasaran
No. Strategis PK Sumber Data Target Sumber Data Realisasi
a b c d €
Perspektif Pelanggan
l. Renrana Kerja dan  Anggiran ' :
e Total Peserta Aktil Tabunan [RKAT) L./ L
1 P!':‘.g!';’:l::n 2, Renrana Strategis/Peta Jalan 2 ' lagoran Mansjemen/Tahcnan
Opcasimnsl Peaiictiningy } Reacuna Kerja dan Anggaran Tahunan | I Laporan Audit Kinegja
(RKAT) 2 Laporan Manajemen/Tahunan
y"m‘ié“m}'-‘ ! - n}:u:nn: mt‘r.}? dan Anggunan | Laporan Audit Kinerja
peavelesaian klaim | 2. Rencana Strotegis/Peta Jalan 1 Laporan Manajemen /Tahunan
JHT 3. Database pelayanan JHT 3.~ Datsbas peluysnan
mqhm_\'.\ L m‘;’;‘:‘ IR:?A "‘ dan  Anggrun | Laporan Audit Kinenja
penyelesaian klaim | 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Lapotan Manajemen/Tahunan
JKN 3. Database pelayanan JKM 3. . Database peinyaran
;:Ur::.nfhmya 1 '?:ml ‘“‘:‘ IRXK:\ ‘; dan  Anggrun | Laporan Audit Kinerja
penyelesaian klaim | 2. Rencana Strategis (Peta Jalan 1 Laposan Mansjemen/ Talmnan
Efektivitas JEK 3. Database pelsyanan JKK 3. “Databum pelaysnan
2 | Pengelola: E ‘
h;fnan o !(rm?hm_\'n 1 %;"m'“; Iﬂ)li\ ‘l' dan  Anggrun | Laporan Audit Kinerja
peovelesaian klaim | 2. Rencana Strotegis/Peta Jalan 1. Laporan Manajemen /Tahunan
JP 3. Database pelayanan JP 3. Databas peluysnan
1. Reocana Xerja dan Angguan -
Meninglcatnya Tahunan [RKAT) I. Laporan Audit Kinerjn
proscL Rk 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Laparan Mansjemen /Tahunan
E:‘:tn — “ | 3. Peraturan Prrundang-Undangan 3 g:::“ pelayaran  Kartu
4. Database Pelavanan Kartu Peserta
Tercapainya Target | | g Keria dan  An I. Laporan Audit Kinetja
.Fl;thl..lh EngPJS T,E;::,: |m(',’&"‘ e B Laporan Managemen /Tahunan
thi:::nrhnm : 2. Renranan Strategis/Peta Jalan 3 %:f:’ pelayanan  Kartu
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m PE Sumber Data Target Sumber Data Reafisasi
b 3 o ¢
Perspektif Pelanggan
P ?z;rm nﬁf\ & dan  Anggaran 1. Laporan Audit Kinerja
Tingkat kepuasan hugan | } 2. Laporan M Tah
peserin 2. Rencana Strategis/Peta Jalan R oy 'nna_lemm, e
3. Laporan Eonsultan Independen 3. laparan Konsultan Independen
Peningkatan | Tingkat
i;:!"-“m Peu_\!l:‘::n l. Renrana Kerjn dan  Anggaran
e s oz Tahunan [RKAT) I.  Laporan Audit Kinerja
— 2. SOP/SPM 2 Laporan Manzjemen /Tahunan
pnghat Kecepstan | 5 Database Jumiah Hari Pelayanan | 3. Laporan Kensultan Indepersen
L Tagihan
masynrakat
Perspektif Keuangan
Tercapamva Skor 1, Rencana Kerja dan  Anggeran -
-l.mdr:m Kesehatan Tahunan (RKAT) : Sapminss St hnﬂj?
Keuangar Aset 2. Rencanan Strategss /Peta Jalan 2 laporan Manxemen Tahuan
Efektivitas -
T 1. Renc K dan Anggara
;o Tercapainys Opini Tak i RK:\?? 7 1 1. Laporan Audit Kinesjn
Auditor AR ; 2 Laporan ManajemenTahuan
2. Rencana Strategis/Peta Jalan . t .
Perspektif Proses Internal
Ketepatan wakiu . laporan Audit Kinerja
Sy l. Renrana Kerja dan  Anggiran | 2. Laporan Manapémen /Tahunan
E.mungnn REAT Tahurnan |RKJ\ ’ P e
epacia o 3 3. Surat penyampaian Hancangan
Kementenan 2. Peraturan Perundang Undangan RKAT  kepa Kementenan
Keuangan Kruangan
I. Laparan Audit Kinerja
Ketepatan wakiu 1. Rencana Kn}'a dan Anggtran | 2. Laporan Mansjemen /Tahunan
nerbitan laporan Tahusan [RKAT) 3. Surat Pengantar/Management
uangan audt 2, Peraturan Perundang-Undangan Letter Auditor Eksternal
:I:mbang;un 4. Laporan Auditor Eksternal
dgf.:l% ' X 3 |. Laporan Audit Kinerja
m Ketepatan waktu Rencana  Kerjp  dan  Anggaran b X r
r uhi g ez Tahunan [RKAT) 2. laporan Mansjemen [Tahunan
kepentn tahunan 2. Peraturan Perundang -Undangan 3. Kipping Media Cetak
stakeholder 4. Wehsite Perusahaan
s
K‘;gf":'u:m“ 1. Laporan Audit Kinerja
poTan I. Bencana )':cru dan Anggeran | 2. Laporan Manajemen/Tahunan
perhitungan Tahunan (RKAT) 3, Sumt Pengantar/Management
kesehatan 2. Peraturan Prrundang -Undangan Latter Anditor Elcsternal
aeIs 4. Laporan Auditor Eksternal
Xehandalsn I. Rencana Kerja dan  Anggaran | | Laporan Audit Kinerja
Datsbase Peserta Tabunan (RKAT) 2. Laporan Manzpemen/Tahunan
XD 2, Peraturan Perundang-Undangan 3. Laporan Database Peserta
F buhan dan Pembelaj
l. Rencana Xerjn dan Anggaran | |.  Laporan Audit Kinerja
Produktivitas Tahunan (RKAT) 2 Laporan Manajemen /Tahunan
pegawal 2. Database peserta 3. Database peserta
Meningkntk Database karyawan 4. Database karyawan
an -
produkiivita 1. Rencana Kerja dan Anggurun
= SDM Tingkat Tahunan [RKAT) . Laporan Audit Kinetja
keterikatan 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Llaporan Managemen /Tahunan
pegawm 3. Laporun KonsuMan Independen | 3. Laporan Konsttan Independen
tubun sebelumoya
1. Rencana Xerjn dan  Anggaran
= Tabunan [RKAT) I. Laporan Audit Kinerjn
kmmﬂ, 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Laporan Manajemen /Tahuman
Meningkatk 3. Lla Aundit m tahun | 3. Laporan Audit IT
:Il.n Utilisasi scbehumaya
cknolog 1, Rencana Kerja dan  Anggeran
Infermax o Tahunan (RKAT) |.  Laporan Audit Kinerja
pmsm aimi\.mul 2. Rencana Strategis/Peta Jalan 2. Laporan Manzpemen /Tahunan
i La Audit T tabun | 3. Laporan AuditIT
sehelumnya
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a:::‘; PK Sumber Data Target Sumber Data Reatisasi
b c d e
F buhan dan Pembelaj
I Repcann Kerja dan Anggeran
Tercapainya Tahunan {RKAT) I. Laporan Audit Kinerja
Skor Good 2. Rencana StrategsPeta Jalan 1. Llaporan Manajemen/Tahunan
M o Governance (GG | 3 Laporan  Self Asscsament GG | 3. Laporan Self Assessment GG
h;;:l; itas . tahun lalu
Organisasi dan >
Tata Kelala I. Rencann Kerja dan  Anggaran
Tercapainys Tahunan (RKAT) . Laporan Audit Kinerja
T"::;;L‘;_;:‘I 2. Rencuna Strategs/Peta Jalan 2. Laporan Mansjemen/Tahunan
Risiko 3. Laporan Assessment MR tahun | 3. Laporan Assessment MR
sebelumnya
Awclit Coverage . laporan Audit Kinerja
oleh SF Rencana kerja dan Anggaran Tahunan 2. Lapofan Manajémen,Talsinan
Tindak Laznjut
Haail . "
Pergawaszn . laporan Managemen /Tahunan
Meningkntkan | Intermal . : 2. Laporan Audit Xepatuhan dan
é“P"‘h' "‘-"d % ‘;;h(ﬁm Karja.dan fudd Takuman Sistem Pengendafian Intern
rganisasi dan 1
Tatn Kelola 2. Laporan Aoditor | 7 :.apnnr. Manajemen [Tahunan
Tindak Lanjut Internal | Exsternal 4. Llaporan Pengawasan
Hasl 3. Laporan pemutakhian temuan | " terral { internal )
Penguwasan auditor internal/ekstermal 5. Laporan prmutakbzan
Eksternal (DJSN, temuan Pengawasan elosternal
ﬁ; OJK dan [ Internal
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BAB VI
PENETAPAN BOBOT

A. DASAR PERTIMBANGAN
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional
meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Asas

a. Kemanusiaan, berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat
manusia.

b. Manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan
pengelolaan yang efisien dan efektif.

c. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan asas
vang bersifat idiil.

2. Prinsip

a. Kegotongroyongan, adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam
menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan
kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaiji,
upah, atau penghasilannya.

b. Nirlaba, adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan
penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

c. Keterbukaan, adalah prinsip mempermudah akses informasi yang
lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

d. Kehati-hatian, adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti,
aman, dan tertib,

e. Akuntabilitas, adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan
keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Portabilitas, adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan
meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Kepesertaan bersifat wajib, adalah prinsip yang mengharuskan
seluruh  penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang
dilaksanakan secara bertahap.
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h. Dana Amanat, adalah bahwa ijuran dan hasil pengembangannya
merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-
besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

i. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan untuk
pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan

peserta.

B. TATA CARA PENETAPAN BOBOT
Langkah penetapan bobot dilakukan sebagai berikut:
1. Membuat tabel yang terdiri dari 7 kolom, meliputi; Nomor, Aspek
Penilaian, Formula, Asas SJSN, Prinsip SJSN, Jumlah, Bobot.
2. Pengisian kolom:
a. Kolom nomor diisi dengan nomor urut
b. Kolom aspek penilaian diisi dengan aspek-aspek penilaian yang
ditetapkan pada tahun penilaian
c. Kolom formula diisi dengan formula aspek penilaian
d. Kolom asas diisi dengan pemenuhan asas SJSN dari aspek penilaian
e. Kolom prinsip diisi dengan pemenuhan prinsip SJSN dari aspek
penilaian
f. Kolom jumlah diisi dengan jumlah asas dan prinsip SJSN
g. Menghitung bobot:
1) Mengisi kolom total dengan menjumiahkan asas dan prinsip SJSN
pada masing-masing aspek penilaian.
2) Bobot untuk masing-masing aspek penilaian adalah persentase
jumlah terhadap total.

Tabel 4. Simulasi Penetapan Bobot Standar Kesehatan Keuangan
Aset Jaminan Sosial Kesehatan

No. Aspek Penilaian Formula Asas Prinsip Jumiah Hobot
a b c d e f q
Aset L 175
3 Lilonditas lmmfr'n_‘:'m Pengelolaan Dana | 125
3 | Sowvabiitas e Pengelolaan Dana 1 125
Yaeld On m Pengelolaan Dana - =
5 Investment BAIS Rata-rata Investas: Netto Mandast 4 tabilitns 3 &5
Beban Operanonal
terhadap Behan Operaviogal Pengelolaan Dana -z
6 Pendapatan Pendapatan Operasional Maniaat 4 tabilitas 3 37,5
woal
Total 8 100
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Tabel 5. Simulasi Penetapan Bobot IPK BPJS Kesehatan

Sasaran =
No. . PR Asas Prinsip Jumiah Bobot
Strategis
a [ c d e f ]
L Perspektif Pelanggan
Tercapainys jumiah peserta JKN Manfaat Kepeoertaan 2 6.5
;:ifi;::i:.‘"; pemambaban |y nfoat Kepesertaan 2 6,3
1 Memingkatoya jumish  kerja . . N
Operasyonal sama dengan FETP Manfaat Kepesertaan 2 6
Menmngkats umish  kerja ¢ -
sama dengan XSTL s Manfaat Kepesertaan 2 65
Memingkntkan Potensi  Akses SOV ALY x
Rawat Inap Rumah Sakit Keterbukaan ! 3,2
N Elektmtas Tercapainya Rasio Klaim Keterbukaan I 3,2
2 Pengeiolaan
Pelxyunan
Tercapainys Target Jumiah Uns e amrbsik "
F\'L'n‘.-’.r.:.n BRIS juloummalesi) Keterbulaan ! 3.2
Tingkat kepaasan peserts Keterbukaan I 32
Pengaduan peserta di kontak
Peninghkatan layanan HRJS Kesehatan yang Keterbukaan I 32
3 Kepuasan diseleanilean
Peserta
Pengaduan peserta & fasken e ~
vang ditindakianjut: Keterbuknan ! 3,2
Sub Total Perspektif Felanggan 14 432
I | Perspektif Keuangan
Tercapaizya Sleor Standar Lo Eornbahai n
Efrktmitas Keschatan Keuangan Aset Maniazt Akursabiitas - 6,5
1 Pengelolsan
Keunngan
Tercapainya Opini Auditor Akunta I 3.2
Sub Total Perspektifl Keuangan 3 9.7
11 | Perspektif Proses Internal
Ketepatan waktu penyampsian
Rancongan RKAT kepada Akuntabiiitas | 32
Kementerian Keuangzn v
Eetepatan wakiu penerbitan
laporan leeuangan audit tabhun Akuntabibitus I 32
. sebelumnya L
| Alkcuntabilitan
Pengeloisan
Ketepatan waktu publikasi ot o
la;trr:.n o re e Keterbukaan I 32
Kehandalan Datahose Peserta
KDy Kepesertaan I
[Pemadanan data dengan e 3,2
dukrapt!/vang ada data)
Sub Total Perspektif Proses Internal 4 128
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Sasaran 2"
: IPK Asas Prinsip Jumiah Bobot
Strateg
I r d e H g
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelaj
Kepesertaan I 33
Prodhulctivitas pegawar
Kepeserizan | 33
Employee management index Akuntabdiitas | 3,3
Ertersedoan sistem Akuntabditas I 32
Meningkatican
Utiisasi
Telknologi
Informani
Tingkat efektwvitas [T Governance Akuntabibitus I 3.2
Tercapainya Skor Good " .
Gevernance (GG Akuntabiitas I 32
Tercapainya maturity lewel 9
Manajemen Rissko Akuntabiltas ! e
Meningiatican
Kapahilitas
Tercapair Kehandalan : =
Akuntabditas I 1,2
Sistem Pengendalizn Intern
iodak Lanjut Hasld Pengawasan n
Internal b - Akuntabiitas | 3,2
asdl Pengawasan
BPX. QUK dan Akuntabilitus I 32
N Sembatet
dan F i 10 323
TOTAL 31 100
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Tabel 6. Simulasi Penetapan Bobot Standar Kesehatan Keuangan Aset

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No. | Aspek Penilaian Formaula Asas Prinsip Jumlah Bobot
a b c d r f g
Aset Lancar
"y Lot - 2
1 Likudtas Hutang Lancar Pengelolaan Dana 1 33
Total Aset
2 e e ! 3,
2 Scivahilitos Total Lisbilias Pengelolaan Dana 3
. Hauil Investasi Netto "
Yield On B b rmead socvas e te e Pengeiolaan Dana e
3 Investment Rata-ruta Investas Netto Manfaat Akuntabiitas 3 10,0
Beban
Operasianal Beban Operasional o a
4 terhadap - pc Manfaat &%“:‘LE‘L;"-. ?:r_ 3 10,0
Pendapatan Pendapatan Operasmnal Akuntabairias
Operamional
Rasio
Kecukupan Jumlah Aktiva Bersih
€ 'T —_— fi Pe. 2
3 E‘.):nm:nl:?:m Kewajiban Aktuaria Manfaat Pengelolaan Dana 2 6,7
Pensiun
B Jumlah Pembayaran
. laim Rasio Jaminan " s 2 7
6 Dann JEX Manfaat Pengelolaan Dana 2 )
Jumish Penerimaan luran
. . Jumlah Pembayaran
7 ’6:::‘}‘;;" Jamiean Manfat Pengelolnan Dana 2 6,7
Jumish Penerimasn heran
Jumlah Dana yang Pe P
Tersedia 4 ngeiolazn Dana "o
m Manfaat Akuntabaitas 3 10,0
Kemampuzn ewajiban Jatuh Tempo
] Pembayaman
J
JHT Jumiah Dana yang
Tersedia 4 Pengeiolaan Dana "D
> Manfeat Akuntabiiitas J 10,0
Kewajban Jangica Panjang
Bk Jumlak JHT yang
cktmitas Dibayarian P iolas
9 Pembayaran TN NS TN B, Manfaat "tr(g—m;n Dana 3 100
JHT (W) Jumlah JHT yang Jatub ARUESINNaS
Tempo
Pertumbuhan Akta Bersih (t] - Aktiva il
10 | Danma Pensiun L F"i‘t" 'L“ B Manfant :"K‘?‘:,E’L?;r" 2 6.7
DR Aktiva Bersih (t-1)
S Jumish Pensiun yang
cktmitas Dibayarkan Injaa
11 Pembayaran _— Manfaat “icfmf‘nb-, ?"“ 3 10,0
Pensiun Jumish Pensiun yang Aaumishatas
Jatuh Tempo
o o Piutang lurun
Kolektibilitas . £ it 2
12 Kican Pendapatan furan Manfaat Akuntabilitas 2 6.6
Total 30 100,00
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Tabel 7. Simulasi Penetapan Bobot IPK BPJS Ketenagakerjaan

Sasaran P
No. Strategis PE Asas Prinsip Jumiah Bobot
" S o » '
1 Perspektif Pelanggan
Efektivitas
Pengrlolaan Total Peserta Alchif Manfaat Kepesertann 2 65
Operasional e
;E:::ﬁ‘:‘:?“l (laim JHT  xorsie 3 Keterbukaan 1 33
Memingkatoy= proses .
pemyelesaian Klam JKM D Kabesbokamn ! 5,2
Meningkatoya proses " >
Efektivitus penyelesainn Klaim JKK - Keterbukaan 1 32
2 Pengelolaan :
Layanan ;‘c'rr::ﬁﬁ.t;lkl;m m P z Keterbukaan I 32
Meningkatnya proaes .
penyelesaian Kartu Peserta - Keterbukasn ] 32
Tercapainys Target Jumlah Unit = -
Pelayvanan BRIS [Akumulasi) - Keterbukaan I 32
Tingkat kepuasan peserta b Ketecbukaan 1 32
Peningkatan ot " "
3 Krpx.‘abun Ln:.ngw..lr.uk;:’t'n_/rx:man pengaduan S Keterbukaan 1 32
Prserta — -
Tingkat kecepatan penyelesatan o =
pengaduan masyarakat - Keterbukaan i 32
Sub Total Perspektif Pelanggan 11 3ss
n Perspektif Keuangan
Efektivit Tercapainya ot Tingkat Masfaat Alcuntabilit = ==
1 ﬁ"‘"'i";‘, Kesehatan Keuangan Aset - scnancex nccany = 9,9
K:;i;' :n Terc 7R Audtoe Akuntabiitas n 65
AR ercapainya Opind Audstoe Keterbukaan 2 LS
Sub Total Perspektif Keuangan 4 13,0
ur Perspektif Proses Internal
Eetepatan  wakiu nyampaian
Rancangan K kepada Akuntabilitas | 33
B P
Kementerian Keuangan
Ketepatan  umktu  penerbitan N )
Membangun laporan leetnngan audit Akuntabilitas | 3,2
kepatuhan BRJS IF- W :
1 d.n‘:lm memenubi tncpam'nm wnkix pubifas] Keterbukaan I 32
kepentingan | et
stalecholders Ketepatan  wakiu  penyusunan
laporan  perhitungan keschatan Alcuntabilitas I 32
ketsangan aset BPJ
Kehandalan Database Pesert -
‘fr;m . e x5y = Eepesertaan I 32
Sub Total Perspektif Proses Internal s 16,1
w Perspektif Pe dan Pembelaj
Meningkatkan Produldivitas pegawai < Eepesertaan I 3.3
1 duktivitas
E?);;( Tingkat keterdkatan pegawai Aluntabilitas 1 32
L}cr.:ng}u!knn Tercapainya IT Readiness Level - Akuntabilitas | 3.2
q Utilisasi x
{:‘t::\:i Progres Otomusi Proses Bisnia £ Alcuntabilitas i 3.2
Tercapainya Sior Good s - .
Governance GG - Alkuntabilitas 1 32
Tercapainya maturity level 2 2
Meringkatkan Mnmfrmrh Risiko J = Akuntabilitas | 3,2
3 Kapatulitas
Organisasi  dan | Audit Coverage olch SP z Alcuntabilitas I 32
Tata Kelola
s e Tindak Lanpt Hasl Pengewasan Manfaat Aluntabilitas 9 65
[nternal A W N 20
Eﬁtﬁtﬂ:ﬁn}m Hasd Pengewasan Manfaat Akuntabilitas 2 6,5
Sub Total Perspektif ¥ dan Pembetaj 11 33,3
TOTAL 31 100
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C. KOORDINASI PENETAPAN
1. DJSN berkoordinasi dengan masing-masing BPJS untuk menetapkan;
a. aspek penilaian tingkat kesehatan keuangan/indikator pencapaian
kinerja;
b. bobot;

c. target.
2. Hasil penetapan dituangkan dengan Keputusan DJSN setiap tahun.
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BAB VII
PROSES PENETAPAN DAN PENILAIAN

A. Proses Penetapan
Penyusunan Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS oleh Direksi dan
Dewan Pengawas yang dilakukan berdasarkan sasaran strategis dan
rencana kerja dan anggaran tahunan dengan skema sebagai berikut:

Gambar 2 Penetapan IPK

SASARAN STRATEGI

e \ /

‘ Job Description IPK KOLEGIAL \ lob Descnptnon

‘ Direksi Unit Kerja

! ., . /s
Tingkat Kesehatan

Keuangan BPIS

F 5. £ % ) v X

| RKA Direktorat ‘ RKA Unit Kerja ’

\[ Kontrak Manajemen ]/

SR, I— L S
IPK Individual _l Kontrak Manajemen IPX Kepala
Direksi [ Penetapan IPK Unit Kerja

. - \ o

Dalam penetapan Indikator Penilaian Kinerja berdasarkan sasaran
strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Job
Description Direksi, dapat dilakukan penurunan kepada IPK Direktorat dan
Unit Kerja.

.,

B. Proses Penilaian
Penilaian IPK Direksi dalam pembahasan ini adalah posisi Direksi yang
bertanggung jawab secara kolegial sesuai dengan tingkat kesehatan
keuangan dan kontrak manajemen yang ditetapkan sebelumnya yaitu pada
saat penetapan RKAT BPJS Kesehatan.
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1. Langkah Penetapan Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS

a. Menetapkan Aspek Penilaian yang mewakili terhadap seluruh kinerja
keuangan BPJS.

b. Menetapkan besamya bobot untuk masing-masing aspek dengan
memperhatikan asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.

c. Menetapkan target sesual dengan RKAT, dan dalam hal tidak secara
tersurat dalam RKAT dapat merujuk kepada sasaran strategis BPJS
Ketenagakerjaan atau dokumen lainnya.

2. Langkah Penilaian Standar Kesehatan Keuangan Aset BPJS
a. Menetapkan nilai realisasi masing-masing aspek indikator
berdasarkan laporan audit dan/atau laporan hasil dari pihak
independen.
b. Dalam hal penilaian standar kesehatan keuangan aset telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik, peranan DJSN melakukan peer review
terhadap standar kesehatan keuangan aset.

3. Langkah Penetapan Indikator Pencapaian Kinerja BPJS

a. Menetapkan Indikator Penilaian Kinerja (IPK) yang mewakili seluruh
kinerja BPJS.

b. Menetapkan bobot untuk setiap IPK dengan memperhatikan asas dan
prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.

c. Menetapkan target sesuai dengan dokumen di RKAT, dalam hal tidak
secara tersurat dalam RKAT dapat merujuk kepada sasaran strategis
BPJS Ketenagakerjaan atau dokumen lainnya.

4. Langkah Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS

Penilaian IPK BPJS dilakukan dengan menilai laporan evaluasi
kinerja pengelolaan program dan laporan keuangan. Untuk memenuhi
tingkat kehandalan (reliability), Penilaian [PK BPJS dilakukan
berdasarkan laporan pengelolaan program (yang didalamnya termasuk
laporan keuangan dan laporan kinerja) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik serta laporan pendukung lainnya sesuai dengan hasil
assessment oleh pihak independen.

Skema penilaian dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:
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Gambar 3. Skema Penilaian IPK

/hporm Pengelolaan \

Laporan Audit/ Assessment

Program/ Tahunan - Keuangan jopini}

- Pendahuluan - Kinega

- Aspek Kelembagaan - Kepatuhan

- Aspek Penyelenggaraan - Laporan Hasil
Program Assessment /Survey

- Aspek Keuangan - Laporan /dokumen

- Laporan TL Hasil pendukung penilaian
Pengawasan /

Penilaian IPK aleh Penilnian IPK oleh Self Asuessment IPK
DJUSN Dewan Pengawas oleh Direksi
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BAB VIII
SIMULASI

-46-

A. SIMULASI PENETAPAN TARGET STANDAR KESEHATAN KEUANGAN

1. BPJS Kesehatan

Dari 4 (empat) aspek penilaian tingkat kesehatan keuangan aset

BPJS Kesehatan, dapat diambil seluruhnya atau sebagian, disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan BPJS Kesehatan pada tahun yang

bersangkutan.

Simulasi penetapan bobot dan target tingkat kesehatan keuangan

aset BPJS Kesehatan dapat dilihat pada tabel 8. Dalam simulasi ini

penilaian dilakukan terhadap semua aspek.

Tabel 8. Simulasi Penetapan Target Tingkat Kesehatan Keuangan

BPJS Kesehatan

No Aspek Penilaian

Target

Satuan

Bobot

Formula

u g

r

d

3

1 | Lauiditas

"

125

Asst Lo
Mutang Lancar

2 | Salvahilitas

125

Tolal Aset
Turtad Liabilitas

3 | Yickd On Investment
BPIS

37,5

sl boventan) Nt

——————————————
MWata ~ Rata lavestast Nethe

Beban Operasional
terhadap
Pendapatan
Operassanal

o luan Oper asste
Penclapatan Opmrasinsal

Total

2. BPJS Ketenagakerjaan

Dari dua belas aspek penilaian tingkat kesehatan keuangan aset

BPJS Ketenagakerjaan, dapat diambil seluruhnya atau sebagian,

disesuaikan dengan kondisi BPJS Ketenagakerjaan pada tahun yang

bersangkutan.

Simulasi penetapan bobot dan target tingkat kesehatan keuangan

aset BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 9. Dalam simulasi
ini penilaian dilakukan terhadap semua indikator,
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Tabel 9. Simulasi Penetapan Target Tingkat Kesehatan Keuangan

BPJS Ketenagakerjaan

No. Aspek Penilaian Formula Target Satuan | Bobot
a b c d f
Aset lanc
1| Likuiditas P sciicionin s 865 48
Hutang Lancar 33
2 | Solvabilitas Feta’ fuct 536,08 33
Total Liabaitas
3 Y '.cld‘On [nvestment Hasil Investasi Netto 6.65 10.0
BRJS Rata — Rata Investas: Netto
Beban Operasional
a terhadap Beban Operasiomal 10328
Pendapatan Pendapatan Operasional 0} 100
Operasional
Rasio Kecukupan
b Aktiva Bers
5 | Dana (RKD) M 9.653.04 .
Kewajiban Aktuaria 6,7
Jaminan Pensmn
& Kl:\{m Rasio Dana Jumiah Pembayaran Jaminan 20.26 6.7
JKK Jamiab Penerimaan luran
= Klaun Rasio Dama Jumiah Pembayaran Jaminan =S
7 . 35,58 6,67
JEm Jzmlah Penerimaan luran
Jumilsh Dana yang Tersedia 1.199.90 10.0
mwaumn atun !tn‘_pu
8 Kemampuan
PhRE
Fesiayaran T Jumilsh Dana yang Tersedia
Kewapban langia Panjang
Efektivitas Jumlah JHT yang Dibayarkan
q ., 2 0
- Pembayaran JHT Jumlah JHT yang Jatub Tempo S0 10,0
10 Pertumbuhan Dana Aktiva Rersih (1) — Altiva Bersih (t— 1) 109,39 6.7
Pensiun (PDP) Aktiva Bernh (t - 1)
1 Efektivitas jumiah Pensiun yang Dibayarkan 70,19 10.0
Pembayaran Pensiun lumiah Persiun jatuh Tempo
- Piutang luran 2 =
12 | Kolektibilitas luran ——— 1,19 6.6
Pendapatan luran
Total 100,00
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B. SIMULASI PENETAPAN TARGET INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA (IPK)

Simulasi penetapan target Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) BPJS Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 10 dan BPJS Ketenagakerjaan
pada Tabel 11.

Tabel 10. P Target P ian Kinerja BPJS Kesehatan
No. Sasaran Strategis | K l Target | Satuan I Bobot l Formala
u 3 | . | o | . | 7 | 2
L | Perspektif Pelanggan
Tercapainyn jumlah peserta JKN 154.309 Jrwa an Galam RES
Tercapainya penambahan peserta baru 5,963,685 Jiwa 65 - ;r,-«‘hrffgz}f;;oﬁ'xf?r‘ dan Non-PPU
Proge)
Operassonal & Perbandingan terhadap jumlah FKTP yang telah memeruhi ketentuan
Meningkatriya jumlah kerja sama dengan F] 5 Pemeitah
X : 2 Perbandingan terhadap jumiah FKRTL yang telsh memenuhi ketentuan
Meningkatnya jumlah kerja sama dengan FKRTL %0 835 Pemesiciah
Meningkatkan Potensi Akses Rawat Inap Rumah 1.000 S Jumlsh Peserth
Sakit Jumlah Tempat Tiuar
Realisasi Biaya Pelayunan
5 | Efektmitas Pengelolaan - . 101,79 ' 32 e
2 ooy " Tercapainya Raso Klaun d Tealsasi Penerimaan luran
Tercapainyn Target Jumlah Unit Relayanan BRIS 515 Usit 32 Akumulasi unit pelayanan BPJS yang ditargetican dalam REAT
o, Sasaran Strategis | K I | Satuan I Bobot I Formala

L | Perspektif Pelanggan

Hazil Survey Kepuasan Pracrta

okt Kepusasan B 50 % 32
Tingkat Kepsasan Peserta 8 i oo
O TR Pongarhuan peserta di kontak lsysnan BRIS o . " humiah pengaruan yang distiesikan

. Peserta Kesehawn yang diselesakon Jumlah pengaduan yang masuk

san peserta di faskes yang ditindsklaniiti

Sub Total Perspektif Pelanggan 432

1. | Perspektif Keuangan

T\fr spainya Skor Standar Keschatan Keuangan 100 Shor 85 Mengacu pads akumulasi target tingkat kesehatan keuangan
Aset

Efektivitas Pengriolaan
uangan Opur: auditor Indeperden
WT
Tercapainya Opini Auditor 100 Skor 32 WTP PP- &
WDF:
Disclaimer [} 50
Sub Yotal Perspektif Keuangan 7
HL | Perspektif Proses Internal
lambat tanggal 31 Oktober
an waktu penyampaian Rancangan RKAT 3 Skor 32 Diterima Sebelum 310ktober. x bobot

Diterima Pada 31 Olctol

kepada Kementerian Keuangan Netober- 1007 x
Diterima Setelah 31 Oktober: 0

Pengeiolaan

Paling lambat tanggal 30 Juni
20% x bobot
100% x bobot
Ditersma Setelab 30 Juni: 0

Ketepatan waldu pes

itan Isporan keuangan 3
audit tahun sebeltm:
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Sasaran Strategis K Satuan Bobot Formula
b . . 7 3
Perspektif Proses Internal
Paling lamb
Ketepatan waktu pubbkasi laporan tahunan 3 Skor 32 Dijecimis Sehiko

Akcumtabilitas Pengelolaan

Kehandalan Database Peserta (KDyPemadanan 100 32
data dergan dukcapil ynng ada data)

Sub Total Perspektif Proses Internal 128

Perspektif Pertumbahan dan Pembelajaran

20139 Jrwa i3

Produldivitas pegawal

Meningkatrya produktivitas - Jumlah Pendspatan luran
Milia
ol PR Sumlab Pegawa
Employer management indes i3 Hasil survey engngrment pegawai
Kelersertioan Siitem w6 % 32 Diukur berdasarkan hasil mositoring apl
Meningicatican Utdlisasi
kgl i Tieugkat efektivibas IT Governance a Skar Ditskur berdasarka standar COBIT 5
Tervapsinys Skar Good Gavernance (GG) 87 Skor 32 Diukur berdssarkan hasil assessment oleh BPKF/ Pengawas Internal
naxur berdasa;
Tercapainya maturity level Manajemen Risiko Skor 32 {GRC) dengan skala ©
5.00 Leadership
400 -4.99 : Managed
; Kapatil Tercapainya Tingkat Kehandalan Sistem 276 Skor 32 100 - 3.9 : Repeatable
Organisasi dan Tata Kelols g 2.00 -2.99 - Initial
0.00 - 1.9 : adhoc
Tindak Lanjist Hasil Pesigawasan Internal 91 Hasil Pergawasan Internal dilakikan oleh SFY
Tindalk Lanjust Hanil Pengawasan Eksternal 9 L 32 Hasd Penge ternal oleh DJSN, BPK, KAP dan OUK.
Bub Total Perspekti dan a3
TOTAL 100

Tabel 11. Penetapan Target Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan

Sasaran Strategis 3 Target Satuan Bobot Formula
b e d c 7 9
Perspektif Pelanggan

s Pengelolaan

Total peserta sktsf 25.207.545 Jiwa 65 Akumulasi peserta akiif yang ditargetkan dalam RKAT
rasomal

Paling lambat 5 hari kerja
Kurang dari 5 hari kerja: 120% x bobot
5 har kerya : 100% x bobot

Lebsik: dari 5 hari kerja - 0

Menmgkatnya proses penyelesauan klam 5 Skor 33
JHT

Paling lambat 3 hari kerja
Kurang dari 3 hari kerja- 120% x bobot
3 biari kerja : 100% x bobot

Lebih dari 3 hari &

Menngkatnya proses penyelesaisn Kaim 3 Skor
Ji

Paling lambat 7 hari kerja
x bobot

Kurang dari 7 hari kerja: |

Meningkatnyn proses penyelessian klaim 7 Skor 32 R oan ¥
JKE 7 hari kerjs : 100% x bobot
ivitas Pengelolaan Layanan Lebih dari 7 bari kesja < 0
Paling lambat 15 han kerja
- - x Kurang dari 15 hari leerja: 120% x bobot
5 Skor 2

Menmgkatnya proses penyelesadan klam JP 15 hari kerja : 100% x bobot

Lebih dari 1

hari kerja - 0

Paling lambat 7 bari kerja

Meningkatnya proses penyelesaian Kartu 7 Skoe Kurang dari 7 hari kerja- 120% x bobot

T hari kesja : 100% x bobot
Lebih dari 7 hari kerja - 0

ainyn Target Jumlah Unit Pelayanan 100 Unit
umulas)

Bertasarkan target akumulasi unit pelayanan BAIS dalam REAT
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No. Sasaran Strategis [ Target Satuan Bobot Keterangan
a B € ] - f d
L | Perspektif Pelanggan
Tingkat kepuasan peserta %0 32
Tingkat penyelesaian pengaduan 100 32 an
3 | Reningiaten Keperstan Peserta alkat Jumlah pengaduan ya
Talng ambat 3 fan ke |
Tingkat kecepatan peayelessian pengaduan 5 Skoe 32 Kurang dari 5 hari kerja: Maksimal 120% x bobot
yaralat 5 hari kena : 100% x bo
Lebib dari 5 bari kesia : 0
Sub Total Pﬂz hm 334
1. | Perspektif Keuangan
Terczpainya Skor standar Keschatan 100 Skoe 65 Target mengacu pada target akumulatif tingkat kesehatan keuangan
ruangan Asct
Efelctivitas Pengelalaan Keusngan
Tercapainya Opini Auditor 100 Skor 635
WOM: 60
Discisimer/No Opini
Sub Total Perspektif Keuangan 13,0
nr | Pespektif Proses Internal
Ketepatar waktu penyampaian Rancangsn 3 =l 3 t
RKAT kepada Kerenierian Kevangan d Slow 33 Diterima pada 31
Diterima seteloh 31
Ketepatar: waktu penecbitan lsporan Shoe Diterima sebebum
keuangan audit Diterima pads 3
Diterma setelah 30 J
Membangyn kepstuban BRJS
gun keepat . ol Paling kembiat ta
dalam memeenuhi kepentingan | Ketepatan waletu publikasi laporan % B 9
e tahunan = =
ing lambat tanggal 15 bulan berikutnya
patan waktu peayustunan lsporan Skoe o T o SRy ok
rgan kesehatan keusngan asec 3 32 i b ey ke
Diterima set=lah tanggal 15
- i - = Data peserta
Kehandalan Database Peserta (KD) % 2 S e e
Sub Yotal Perspektif Proses Internal 10,1
No. Sasaran Strategis PR I Target Satuan Bobot Keterangan
a [ 5 1 g o f ]
1. | Pertumbutan dan Pembelajaran
- s Jusiah TK Peserta aktsf
okt i $.476 3
Produktivitas pegawn Jumiah Karyawan
1 | stening
Tingkat keterikatan pegawai oo 32 Hasil survey engagement pegawai
N . Diskusr berdasarkan kesinpan IT untuk menunjang BP.
Tercapairya IT Readiness Level 2 Skoe 32
2 tlcan Utilisasi Teknolog;
Progres Otomasi Proses Bisnis 1 Sub Sistem 32 umasi proses bismis yang ditargetkan
Urtuk tahun 2019 drulkur berdasarkan target taksm RKAT. Mulsi
Tervapainya Skor Good Governance (GG} % tahun 2020 dikitung berdasarkan kesesuian dergan ISSA
Gusdelines
Tercapainya maturity Jevel Manajemen 3,305 o 32 g berdasarkan capaiun maturity level management resiko
Risiko g dibitung berdasarkan C0S0 ERM
3 | Memingatian K.\;mb; as Autit Covernge aleh %0 Auditre Jumish Audites yang ditargetian dalam RKAT
00 . Jumiah Rekomendusi vang Disele:
ol . 5
Tindal Lanjuzt Hasil Pengawasan Intecsal el B
Lanjut Hasil Pengawasan Ekaternal - &5 Sumsish fekomendpsl g Pise
BPK, QUK dan KAR) ; umlah Rekomendasi
Sub Yotal Pertumbahan dan Pembelsjaran 333
TOTAL 100
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C. SIMULASI PENILAIAN STANDAR KESEHATAN KEUANGAN ASET JAMINAN SOSIAL

Dalam melakukan penilaian terhadap standar kesehatan keuangan dan indikator pencapaian kinerja, nilai maksimal ditetapkan

sebesar 120%. Jika hasil penilaian lebih besar dari 120% maka yang dipakai adalah angka 120%.
1. BPJS Kesehatan

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja BPJS Kesehatan perlu dilakukan penilaian standar Kesehatan Keuangan aset

yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan oleh

BPJS.
Tabel 12. Simulasi Penilaian Standar Kesehatan Ki gan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
No Aspek Penilaian Formula Penilaian Satuan Bobot Target Reatisasi Nilai
a b s d o { a9 h
Realisasi
3 Liksiditas Targee ¥ Bobot o 12,5 6174 745,1 15,1
Realisasi
4 Salvabilitas Farget. Dokt % 125 582,9 516,5 1,1
Realisasi
5 s v s o Bos . i 45
5 Yield On Investment BRJS Target et % 75 82 oilei mabsins1120% x bobot
. Beban Operasional terhadap Target = o obot s o s
o 7 3 22 399
= Pendapatan Operasional Realisast 7.5 98,0 9 39
Total 100 1111
KLASIFIKASI BANGAT SEHAT

2. BPJS Ketenagakerjaan

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan penilaian standar Kesehatan Keuangan

aset yang ditetapkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Tabel 13. Simulasi Penilaian Standar Kesehatan K Aset Jami Sosial Ketenagakerjaan

No. Aspek Penilaian Formula Penilaian Satuan Bobot Target Realisasi Nilai
a b

Realtsast

1| tikuiditas Targe ’ a3 8655 6395 24

2 | Solvabilitas L= R a3 536,1 5703 s
Yarger

Realisast

Target

3 Yield On Investment BPJS x Bobot 10,0 66 66 100

s | Beban Operasional terhadap Ta

— ¥ L0 033 738 12,0
Pendapatan Operasionl Tealiam® Dobot 10,0 10 3 )

= Rasio Kecuky
Jaminan Pensiun Jami

a (RKD) Realizasi
pun D X0 %x Robot : 6.7 96530 52384 36

Real
6 | Klaim Rasio Dana JKK S oot 6.7 203 20,9 6.9
Target
Teal 3
7 | Kiaim Rasio Dana JKm e Bt 67 356 289 5.4

Target
Realizast
T:

rget

x Bubot ) 10,0 1.1999 1.406 8 17
8 X an yaran JHT

st %
x Fobot 10,0 1.1998 1.4063 17

Realisast - & R
————x Robar 100 500
Target

Realisast "N = v

10 Pertumbuhan Dana Pensiun (PDP) ————x Bobot v 6,7 1094 1095 6,7
Targe!

Realisasi > a 3

————x Fobot 10,0 70,2 78,2 11
Target

9 Efektivitas Pembayaran JHT

11 Efektivitas Pembayaran Pensiun

12 Kolektibilitas luran

1%
e
w
~

—T—x Robat 66 1
Eealins

Total 100,00 104,1
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D. SIMULASI PENILAIAN INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA BPJS

1. BPJS KESEHATAN
Tabel 14. Simulasi Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja BPJS Kesehatan

Yo Sasaran Strate [ P | Formala Peailaian Satuan Babot Target Reatisasi witai
s 0 | < 1 d e T 1 B i
L Perspektif Pelanggan

Tereapainga jumish peserta JKN Jma 65 154309 6,5
Tercapainya penambahan peserta baru Jinen 65 35
1 witas Pengelolsan
asional 78
63 85 nilai maksmal
120% x bobot
65 o 80 58
giatian Poten - o e
tnap Rumah Sakit 32 901 34
y | Eiektivitas Pengelotaan . . S
2 e Tervapainga Rasio K 32 101,79 113,50 27
Terrapainya Unit Pelayanan BPJS Unit 32 515 3
— 1 Bobot
Tengkat Xep e e 1 Bobu 32 6 32
Tingkat Kepuasan Peserta = 2 8 32
katan Kepussan | Pengaduan peserta di -~ > n
Peserta BRIS Kesehatan yang dise 32 2 3
530 peserta di faskes yang B ot 12 -
ditindaklanguti Target o -
Bub Total Perspektif Pelanggan 43,2 43,1

No. Sasaran Strategis I K I Formula Satuan Bobot. Target Realisam wilai
a b | © | d e [ £ h i
m Perspektif Kemangan

= i
mgiot Kesehistun Faraer X Bobot Skar 65 100 106,34 89
1
Realisaxi
e Targer + Fobot 12 100 32
Sub Total Perspektif Keuangan 9.7 10,1
m.
 wakhu pe aian i
i RKAT kepada Kementerian * Bobot Skor 32 3 36
ar
. . o T Realisasi 38
e patich it pénecitan Jopafn arper * Bobot a2 3 16 rulai maksimal
o ’ 120% x bobot
1
Ketepatan waktu publikasi % isasi
.nmp_‘ :r. waktu publikasi laporar etk Bobot o 2 3 36
Kehandalan Datsbase Peserta
[KD)Pemacianan data de 32 87,36 28
dukeapil/yang ada data)
Sub Total Perspektif Proses Internal 128 143
w. pekti dan
Jiwn 13 2339 6145 37
Produktivitas pegawas
Meningkatkan s 3 10 100 3
I dulieitas SOM Rp Miliar 33 100 100 33
Employee managrment mndex 33 75 33
I
rsedinan sistem b —— Bobot %3 99.03 32

2 Utilisasi il

‘ tnform Tealzas
s IT Governance Targer X Bobat Skoe a2 14 36
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¥o. | Sasaran Strategis I PR I Formala Satuan Bobot Target Realisasi witai
a b | © | d - 1 2 h i
w. pekti dan
S n Realisas
Termapainya Skr Good T Bobot a2 85 32
Jisax
'l;rr:':’pdm\_\ maturity level MaraFmen %, Bobot Skoe 32 28 236 13
ik Targe
Realisasi
) LS o Bobat Skor 12 48 37
3 Sistem Peng rE
. Realisas
Tindale Laajot Hasl enganaaan _;m;"“ = x Bobot 12 2 9896 34
x Bobot a2 02 1.9
Sub Total Persp dan j 23 320
TOTAL 100 100
KLASIFIKASI SAGAT SBEHAY
2. BPJS KETENAGAKERJAAN
Tabel 15. Simulasi Penilaian Indikator P paian Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
No. Sasaran Strategis IPK Formula Satuan Bobot Target Realisasi Nilai
. b e 4 . f € 5 i
L | Perspektif Pelanggan
. R
Efekimitas Pengelolaan T Bo 5
! | Operssional Total peserta akiif Targer = Sobot Jiwn 65 68
Meningkatnya proses penyelesaian L B 33 : g s
nilai makosimal 120
et 32 3 2 nilai maksimal 120% x bobot
i & promen Hetw rget ., . . r -
;| Efektivitan Pengelolaan | Jeningkatnya proses penyelesaian Tomeaz ¥ Bobot Skor 32 7 « tan: lebih dari target 7
< | Layaran 0% 2 hari kesja
bk i b Target 0
katays proscs penyeicasian —,\.(: ifm x Eobot Skor 32 15 30 Catatax: dari target 15
Meningkatnya proses penyelesaian Skor 32 7 19 o target 15
Kartu Peseria ket
Realizasi o
o bt Unit 32 32
Realisa
x Bobot 90 90,7 3z
rget
Peningkatan Kepusaan Realisasi . i .
3| Peserta Target ot 32 100 32
) Target =
yelesaian Target .o - . . 38
Tealisasi* F000 Wor 32 § nilai maksimal
Sub Total Perspektif Pelanggan 354 28,0

www.peraturan.go.id



2020, No. 499

-54-

No. | Sasaran Strategis I PR | Formula Satuan Bobot Target | Realisasi ] Nilai
a b | © | 4 e 3 ¢ 1 B 1 i
I | Perspeitif Kemangan
Tercapainy standar 5 o 5.0
Kesehatan Keuangsn Asct 65 100 60
1 I
alizasi
Tercapainya Opani Auditor Faroer X Fabot Skor 65 100 100 635
Sub Total Perspektif Kevangan 13 12,5
1L | Pespektif Proses Internal
Ketepatan waktu peayampaian alizasi
Rancangan RKAT kepadsa' oo Babot 33 3 36 10
Kementerian Keuangas arge
Ketepatan w Jeaiinrd  Ddwt Sieo s a 15
! laporan keuan ot Slear 3 36 5
Ketepatan waktu publicasi = i 32 > 16 18
iaporan tahunan " »
Tesepatan wak an
laporan perhitungan krsehatan 32 10 10 32
Keuangin aset BHOS
Keharcalan Database Peacita 2 " e 13
Sub Total Perspektif Proses Internal 10,1 18,0
. | Pertumbuhan dan Pembelsjaran
Realizasi
Produktivitas pegawai Farser X Habot Jrum 33 4476 34
| | Memingkatian
Beocuk SOM
Tingkat keterikatan pegsrwai x Babot 32 100 W ET 32
Meringkatkan Realisasi
2 | Utilisasi Teknolog | Tercapainya IT Readiness Level e Faitot Skar 32 2 2 12
Informasi
No. | Sasaran strategis | [ | Formula Satuan Bobot Target | Realisasi | Nilai
a ) | ¢ | d e f i [y | i
1v. | Pertumbuban dan Pembelsjaran
Meringkatkan
2 | Utilisax Teknoiog 32 1 9 6
Infarmas:
32 94 95,54 12
Tercapainyn maturity leved Stine 32 2305 o 53
Mamjemen Risiko o 4 o =
Merungkatkan Audit Coverage aleh SPI Auditee 32 0 465 37
2 k. ntas
i isasi dan Tata
Realizasi
Tirdak La Babat 65 03 55 3
Prgawasan Target 85 100 4 38
Realizasi
Torgar o 65 100 0,00 54
Sab Total Pertumbuban dan Pembelajaran 333 22
TOoTAL 100 90,7
KLASIFIKASI SEHAY
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E. Hasil Penilaian Akhir

Penilaian akhir dilakukan dengan mengkombinasikan Kklasifikasi penilaian
tingkat kesehatan keuangan dengan klasifikasi penilaian IPK secara
proporsional. Tingkat proporsional didasarkan pada jumlah indikator yang
digunakan dalam penilaian.

Dalam contoh simulasi penilaian kinerja BPJS Ketenagakerjaan, jumlah
indikator tingkat kesehatan keuangan sebanyak 12 item dan jumlah indikator
IPK sebanyak 24 item. Dengan demikian porsi penilaian untuk tingkat
kesehatan keuangan adalah 33,33% (dibulatkan menjadi 30%) dan porsi
penilaian untuk IPK adalah 66,66% (dibulatkan menjadi 70%).

Hasil perhitungan kombinasi nilai adalah sebagai berikut:

Nilai tingkat kesehatan keuangan : 84,65 x 30% = 25,39
Nilai IPK 195,76 x 70% = 67,03
Hasil Penilaian Akhir : 92,42

Berdasarkan hasil penilaian akhir, kinerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 92,42
termasuk klasifikasi “Sehat”.
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BAB IX
KEGUNAAN HASIL PENILAIAN

A. LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), DJSN adalah pengawas
eksternal BPJS. Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 87 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan
Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur bahwa yang diawasi
oleh DJSN adalah Kinerja BPJS.

Menurut Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2013
tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dan Pasal 61 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan DJSN melakukan monitoring dan evaluasi kondisi
kesehatan keuangan BPJS dan DJS.

Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan dan Indikator Pencapaian
Kinerja BPJS menjadi bagian dari Laporan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi
yang dilakukan oleh DJSN.

B. PEMBERIAN INSENTIF

1. Alokasi Dana Insentif

Alokasi dana insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS berdasarkan

Skor Indikator Pencapaian Kinerja yang telah dilakukan penilaian selama

tahun buku berjalan, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Capaian Skor IPK diatas 100, insentif vang diberikan maksimal 100% dari
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

b. Capaian Skor IPK dibawah 100, insentif yang diberikan sesuai dengan
capaian skor IPK

2. Komposisi Insentif
Menurut Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 Tentang
Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota
Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
bahwa komposisi pemberian insentif Direksi dan Dewan Pengawas BPJS
ditetapkan sebagai berikut:
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- Direktur Utama = 100%

- Anggota Direktur = 90% dari Direktur Utama

_57-

- Ketua Dewan Pengawas = 60% dari Direktur Utama

- Anggota Dewan Pengawas = 54% dari Direktur Utama

. Simulasi Pemberian Insentif

2020, No. 499

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Penilaian Kinerja diperoleh skor
sebesar 92,42, maka dilakukan simulasi jumlah insentif yang diterima untuk
masing - masing anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas sesuai
dengan anggaran insentif dalam RKAT sebesar Rp.500.000.000, maka jumlah
insentif yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawsas pada tahun
yang bersangkutan yaitu 92% x Rp.500.000.000 = Rp.460.000.000 dengan

perhitungan sebagai berikut:

. T Jumiah . o o
= Persoail Pembilang Total .
- L] e d evaxd f=e/1.024x g-f/d
460.jt
: e w ! " 44.921.875 44921 875
ires 2 78.135
> 7 Anggota Direkst 90 6 540 242.578.125 40479688
Ketua Dewan -
3 Penganas 60 1 0 S OAYA75 26.953.125
ta Dewan " =
¥ rgawas 5 . 2 145 546,675 24.257813
Lo02% 400.000.000

TB ACHMAD CHOESNI

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
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